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A B S T R A K 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam 
pengelolaan anggaran dana desa di Kecamatan Posigadan. 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Transparansi dalam 
pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa 
alokasi dan penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, 
partisipatif, dan tertib anggaran. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi dari beberapa desa di Kecamatan Posigadan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan 
dana desa di kecamatan ini masih belum optimal. Beberapa 
tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses 
masyarakat terhadap informasi keuangan desa, minimnya 
keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, serta 
kurangnya keterbukaan dalam proses pengelolaan dan 
dokumentasi anggaran. Meskipun terdapat upaya pemerintah 
desa dalam meningkatkan transparansi, masih diperlukan 
strategi yang lebih efektif, seperti pemanfaatan teknologi 
informasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Penelitian 

ini memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola desa dengan menekankan pentingnya keterbukaan 
informasi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah 
perlunya kebijakan yang lebih ketat dalam penerapan asas transparansi serta peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan anggaran dana desa. 
A B S T R A C T 
This study aims to analyze transparency in managing the village fund in Pasigadan Sub-district, South 
Bolaang Mongondow Regency. Transparency in managing village funds is crucial to ensure that allocation 
and utilization align with the principles of accountability, participation, and budget discipline. The study 
employed a qualitative approach with a descriptive research method. Data were collected through interview. 
Observation, and documentation from several villages in Posigadan Sub-district. The findings show that 
transparency in managing village fund in the sub-district remains suboptimal. The main challenges identified 
include limited public access to village financial information, minimal community involvement in planning 
deliberations and a lack of openness in the management and documentation processes. Although village 
governments have made efforts to improve transparency, more effective strategies are still needed, such as 
using information technology and enhancing the capacity of village officials. This study strengthens village 
governance by emphasizing the importance of transparency to support better village development. The 
implications of this study highlight the need for stricter policies to enforce principles of transparency and 
increase community participation in monitoring the village fund.
 
PENDAHULUAN 

Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata, keberadaan dana 
desa telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. 
Dana desa, yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer ke desa 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk 
mempercepat pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, 
serta meningkatkan akses terhadap pelayanan publik yang lebih baik. 

Namun, meskipun dana desa memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan, 
pelaksanaan pengelolaan anggaran ini sering kali menghadapi tantangan. Salah satu isu yang paling 
mendesak adalah transparansi dalam pengelolaannya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi 
faktor penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan tepat sasaran dan 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran ini 
tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi aktif dalam pengawasan. 

Di kecamatan posigadan, kabupaten bolaang mongondow selatan, dana desa telah digunakan 
untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Meskipun 
begitu, hasil observasi awal menunjukkan adanya kendala dalam transparansi pengelolaan dana desa. 
Masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi terkait alokasi dan penggunaan dana 
desa. Salah satu penyebab utama adalah terbatasnya akses informasi mengenai dokumen-dokumen 
pengelolaan anggaran desa, serta kurangnya sosialisasi tentang bagaimana masyarakat dapat berperan 
dalam proses pengawasan. Selain itu, meskipun sudah ada upaya seperti musyawarah desa untuk 
menyampaikan informasi mengenai anggaran, partisipasi masyarakat dalam proses ini masih rendah. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana transparansi 
pengelolaan dana desa diterapkan di kecamatan posigadan. Penelitian ini juga akan menilai seberapa 
efektif masyarakat dalam mengakses informasi terkait anggaran, serta sejauh mana mereka dilibatkan 
dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kendala-
kendala yang ada serta menemukan solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan dana desa. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 
pemahaman tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta memberikan 
rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keterbukaan dan partisipasi 
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu mewujudkan tujuan pembangunan yang 
lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi 
dokumentasi atas realisasi anggaran desa tahun 2021-2023, serta observasi terhadap pelaksanaan 
musyawarah desa dan penyediaan informasi publik. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi. 
menyajikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyediaan dan Akses Informasi yang Jelas tentang Perencanaan, Prosedur Pelaksanaan, dan 
Pertanggungjawaban 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Posigadan telah 
menyediakan informasi mengenai anggaran dana desa melalui baliho dan papan pengumuman. Namun, 
informasi tersebut masih bersifat umum dan tidak mencakup rincian yang dapat membantu masyarakat 
memahami sepenuhnya bagaimana dana digunakan. Masyarakat umumnya mengetahui bahwa ada alokasi 
dana desa, tetapi tidak semua memahami secara mendalam mengenai rencana kegiatan, jumlah anggaran, 
dan bentuk pertanggungjawaban keuangan. Warga mengaku jarang meminta informasi atau dokumen 
perencanaan seperti RKPDes atau APBDes. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak desa 
serta tidak adanya prosedur yang jelas untuk mengakses informasi tersebut. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa penyediaan informasi memang ada, tetapi akses terhadap informasi masih terbatas secara efektif.  
Musyawarah yang Melibatkan Masyarakat 

Musyawarah desa merupakan agenda rutin yang diadakan oleh pemerintah desa. Namun, 
pelaksanaan musyawarah di desa desa yang diteliti, seperti Desa Lion, Meyambanga Timur, dan Momalia 
Tiga, lebih banyak bersifat formalitas. Masyarakat yang hadir dalam musyawarah untumnya hanya sebagai 
pendengar. Keputusan-keputusan penting umumnya sudah disiapkan sebelumnya oleh pihak pemerintah 
desa dan hanya dibacakan dalam forum. 

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan usulan masih rendah. Banyak warga 
merasa enggan berbicara dalam forum atau merasa tidak punya cukup pengetahuan untuk memberi 
masukan. Di sisi lain, belum ada upaya sistematis dari pemerintah desa untuk mendorong keterlibatan 
maryarakat secara aktif dalam proses musyawarah.  
Keterbukaan proses pengelolaan dana desa  

Dalam pengamatan terhadap proses pengelolaan dana desa, ditemukan bahwa keterbukaan lebih 
tampak pada pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau drainase. Masyarakat bisa 
menyaksikan secara langsung pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Namun, proses awal seperti 
perencanaan kegiatan, pemilihan pihak pelaksana, dan pengadaan barang atau jasa tidak diketahui secara 
luas oleh masyarakat. Informasi mengenai tahapan pelaksanaan dan evaluasi juga tidak disampaikan 
secara terbuka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana 
keputusan keputusan dalam pengelolaan dana diambil.  
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Keterbukaan Informasi tentang Dokumen Pengelolaan Dana Desa 
Akses terhadap dokumen pengelolaan dana desa masih sangat terbatas. Masyarakat tidak mengetahui di 
mana dan bagaimana cara mendapatkan dokumen seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, atau 
laporan pertanggungjawaban. Walaupun pemerintah desa mengklaim dokumen tersebut tersedia dan bisa 
diakses, tidak ada sistem atau prosedur yang memudahkan warga untuk memperoleh dokumen tersebut. 
Sebagian warga merasa sungkan atau takut dianggap mencampuri urusan pemerintahan desa jika meminta 
dokumen tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif dokumen tersedia, 
secara praktis akses terhadap dokumen tersebut belum benar-benar terbuka bagi masyarakat. 
 
SIMPULAN 

Disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kecamatan Posigadan 
merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. 
Indikator transparansi yang mencakup penyediaan dan akses informasi, musyawarah masyarakat. 
keterbukaan proses pengelolaan, serta keterbukaan dokumen anggaran menunjukkan bahwa masih 
terdapat hambatan dalam penerapan transparansi secara menyeluruh di tingkat desa. Masyarakat masih 
mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang lengkap dan akurat terkait pengelolaan dana desa, 
serta belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menandakan perlunya 
peningkatan komitmen dan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip transparansi 
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 
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